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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing perlu
disesuaikan dengan pengaturan mengenai penyusunan
dan penyampaian laporan keuangan melalui sistem
akutansi berbasis akrual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman

Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di

Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilakukan
perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang
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Mengingat

Menetapkan

Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan

Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK/05/2015
tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan
Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

490);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN
KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman
Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 490) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 3A
Dalam hal sistem pembayaran online penerimaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Simponi) telah
diberlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan maka

PNBP langsung disetorkan pada kas negara.

Pasal 3B
Pelimpahan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih
menggunakan rekening Bendaharawan Penerima pada
bank yang ditunjuk harus menyampaikan laporan paling
lambat tanggal 30 Nopember 2016 dan rekening

Bendaraha Penerima ditutup.

2. Ketentuan dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman
Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
Kementerian Ketenagakerjaan diubah tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN  AKUNTANSI BERBASIS  AKRUAL  DAN

PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan hanya yang

berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari PNBP Umum dan PNBP

Fungsional.

1. Pendapatan PNBP Umum

A. Latar Belakang

PNBP yang bersifat umum merupakan penerimaan yang tidak berasal
dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan
antara lain seperti sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa
lembaga keuangan (jasa giro), penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji, pengembalian kembali belanja tahun lalu, pendapatan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan lain-lain.
Pendapatan PNBP Umum dikategorikan dalam bagan akun standar
sebagai PNBP Lainnya (MA 423)

B. Pengakuan

Pendapatan PNBP Umum diakui apabila telah timbul hak pemerintah
untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu
realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk

sumber daya ekonomi.
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